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WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
- PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 10 TABURN 2017

. - TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

——WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah

Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai Landasan Operasional
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik-Indonesia Nomor 4421);

Undang=Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan. Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan_Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pematangsiantar
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3328};
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 457Q);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentarng Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); '

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomeor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577); '

>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahati Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 fentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812);




26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165});

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman: Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi
Atas Penyalahgunaan Aldkasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Dana Bagi

Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 tentang
Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.9932 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar

Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
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Peraturan Daerah Kota Pématang'siantar Nomor 6 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka‘\’li
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor
10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kota. Pematangsiantar Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah,; S '»

Peraturan Daerah Kota Pemaﬁangsiantar Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perangllcat? Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 20!17
tentang—Anggaran Pendapata!n dan' Belanja Daqraih Tahgn
Anggaran 2017; : : »

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 14 Tahun 2016

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daecrah Kota Pematangsiantar
Tahun 2017;

1

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017
tentang—Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan ‘Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat ‘Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota

Pematangsiantar; 1

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017
tentang "Keédudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017
tentang . Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi

serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota
Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
terdiri atas:

1.Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1 16.508.915.582,40

b. Dana Perimbangan Rp. 766.128.238.000, -
c. Lain — Lain Pendapatan
Yang Sah Rp. 41.259.137.549,-

Jumlah Pendapatan Rp.923.896.291.131,40




2.Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 525.207.878.289,42
- Belanja Bunga Rp. 60.000.000,-
- Belanja Hibah Rp. 7.669.200.000,-

- Belanja Batituan Sosial Rp.  2.510.000.000,-
~ Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi/Kab/Kota Rp. 874.206.893,-
- Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,-
Rp. 541.321,285.182,42

b. Belanjé Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 70.009.427.336,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 175.194.270.667,86
- Belanja Modal Rp. 276.945.037.254,12
: Rp. 522.148.735.257,98
Jumlah Belanja Rp.1.063.470.020.440,40
Defisit (Rp.  139.573.729.309,-)

3.Pembiayaan :

a. Penerimaari Rp. 148.130.590.445 -
b. Pengeluaran Rp. 8.556.861.136.-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 139.573.729.309,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. N I H1I L
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebélgaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.




Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD vyang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2017 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 27 Tdnyari 2017

L ' : | Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

N sy

\
ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar

pada tanggal 7 Jawnvari 127/
Pit. SEKRETARIS DAERAH -PEMATANGSIANTAR,

REINWARD SIMANJUNTAK

BERITA DAERRH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR : LO
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Mengingat

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
nomoRr 10 TaHUN 2017

- TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah

Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai Landasan Operasional
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

- bahwa ustuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan

Peraturan  Walikota . Pematangsiantar tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017. .

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang - Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);-

L




S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

/ 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanFembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

PARAF KCORDINASE dan Retribusi’ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Sor * Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
f A;;::o \,/ﬁ Indonesia Nomor 5049);

Kepala Badan....._] ,{~ 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20i1 tentang Pembentukan
RabogHukum......§  \.. % Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Sekretaris............ ... Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Kabid .................] k... Republik Indonesia Nomor 5234);

Kasubbid...........c§..oen .

suboid 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Pematangsiantar
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3328};

14. Peraturan Pemerintah Nomer 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

o
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Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik In:donesia
Nomor 4570);

Peraturan Pemerintali Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja
Nomor 4575); '

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi —Keuangan Daerah.: (Lembaran Negara Repuplik-
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576); - "

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibdh
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577); ‘ '

i

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengélolaé‘n
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578); ‘

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812)

?
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161); !

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang :Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara' Repu'b\lik
Indonesia Nomor 5165); -

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887); : '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006] tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta

Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 téntang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi
Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penetapari Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ‘tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20 16 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.9932 Tahun

2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar
Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
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38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor & Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubahvbelﬁe?.r'apa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor

10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas P_eratur%q, Daer.alt}:ﬂ
Kota Pematangsiantar Nomor };6‘ Tahun 2011 tenta‘pg: Pap‘ék

A i
Daerah, s , T

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor' 1 Tgﬁi:ln 2017;
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pernatang-siantar;‘ X
40. Peraturan Daerah Kota Pemat'angsiantar_‘ Nomer 2 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017; - : i

41.Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 14 Tahun' 2016

tentang Rencana Kerja Pem'g:rinﬁah Daerah Kota Pematan,g‘siant:ar
Tahun 2017; ‘

42.Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017
tentang .Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F ungsi

e serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan
' Perwakilant Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota
| PARAF KQORDIASI Pematangsiantar; - | | .I
Sekuaxo....,...........:....._, 43. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017
Asisten............ AL A | tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Kepalaﬂldan---.-.-a._;....... 4 serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar; '
Kabag Hukum....... K Y. : . L
sq::“;\um - { 44. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017
Kabid ..o B ] tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Kasubbid... S T serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

45. Peraturan  Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;

46. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan PFungsi

serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota
Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
terdiri atas:

1.Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah  Rp. 1 16.508.915.582,40
b. Dana Perimbangan Rp. 766.128.238.000,-
¢. Lain - Lain Pendapatan
Yang Sah - Rp. 41.259.137.549,-

Jumlah Pendapatan Rp.923.896.291.131,40




2.Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 525.207.878.289,42

- Belanja Bunga Rop. 60.000.000,-
- Belanja Hibah Rp. 7.669.200.000,-

- Belanja Barituan Sosial Rp. 2.510.000.000,-
- Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi/Kab/Kota Rp. 874.206.893,-
- Belanja Tidak Terduga Rp.  5.000.000.000,-
Rp. 541.321,285.182,42

b. Belanja Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 70.009.427.336,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 175.194.270.667,86
- Belanja Modal Rp. 276.945.037.254,12
Rp. 522.148.735.257,98 |
. Jumlah Belanja Rp.1.063.470.020.440 .40 ‘
Defisit (Rp. 139.573.729.309,-) |
{ PARAF KQORDINASI | 1
Sekdako .';If““;w E'Pembiayaan !
Asisten............. W, a. Perierimaar Rp. 148.130.590.445,-
Kepala Badan........ o
KabagHukum ... | Y | b. Pengeluaran Rp. 8.556.861.136,-
::;';taris ................................ Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 139573.729'309’_
Kasubbid ... foon | Sisa Lebih' Pembiayaan Anggaran Rp. N I H I L
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.




{ Asisten

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota ini dituadngkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2017 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agar setiap _orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

[ “ARAF KOORD!M ASI Ditetapkan di Pematangsiantar

‘Sekdako

Kabag Hukum
Sekretaris

pada tanggal 27 Tanvas 207

— Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

7

ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar

pada tanggal

A7 TJawari 2017

Pit. SEKRETARIS DAERXH KOTA PEMATANGSIANTAR,

REINWARD SIMANJUNTAK

BERITA DAERAK KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR : 10




